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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunianyalah Pemerintah
Kota Sibolga dapat melaksanakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasii Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-
fungsi Pemerintahan Daerah.

Wali Kota Sibolga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara. Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintahan
Daerah (RKPD) Kota Sibolga Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2016 - 2021 dan 2021 — 2022 selanjutnya diharapkan laporan ini menjadi
media informasi eksternal sekaligus menjadi alat koreksi internal dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

Disadari pula bahwa berbagai kendala dan tantangan masih mewarnai pelaksanaan tugas
sebagai upaya implementasi kewenangan pengelolaan pemerintah daerah kedepan. Namun demikian,
the show must go on karena banyak inspirasi, inovasi serta keinginan dan kemauan yang masih harus
diwujudkan di masa yang akan datang, oleh karenanya menjadikan tantangan dan hamb&tan rnenjadi
peluang dan awal keberhasilan di masa datang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga Tahun
2022 ini disusun semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
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BAB |
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
1.1 PENJELASAN UMUM

1.11

a.

UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN KOTA SIBOLGA.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 Sibolga ditetapkan menjadi Daerah
Swatantra Tingkat Il dengan Nama Kotapraja Sibolga yang dipimpin oleh seorang
Walikota dengan wilayah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan
Residen Tapanuli Nomor 999 tanggal 19 November 1946.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 maka Daerah Swatantra
Tingkat Il Kotapraja Sibolga diganti sebutannya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat Il
Sibolga, selanjutnya sistem pengaturan pemerintahan ditetapkan dan dijalankan sesuai
dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang dirubah kemudian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah, maka sebutan Kotamadya Daerah Tingkat Il Sibolga berubah
menjadi Kota Sibolga yang statusnya Daerah Otonom yang dipimpin oleh seorang
Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota
Sibolga.

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, akan dilaksanakan oleh OPD se-Kota Sibolga sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya masing-masing yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1

Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga. Urusan pemerintahan

daerah tersebut meliputi:
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Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Dinas Kesehatan

RSU Dr F L Tobing

Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja

Kesatuan Bangsa & Politik

Dinas Sosial

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, PP dan Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Dinas Perpustakaan

Urusan Pilihan

Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian
Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Administrasi Pemerintahan

a. DPRD

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Cc. Sekretariat Daerah

d. Sekretariat DPRD

e. Kecamatan Sibolga Utara

f.  Kecamatan Sibolga Kota

g. Kecamatan Sibolga Selatan

h. Kecamatan Sibolga Sambas
Pengawasan

a. Inspektorat
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e Perencanaan

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
e Keuangan

a. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
o Kepegawaian

a. Badan Kepegawaian Daerah

1.1.2 DATA GEOGRAFIS WILAYAH KOTA SIBOLGA

Kota Sibolga merupakan salah satu kota yang berada di Pantai Barat Sumatera
bagian Utara yakni di Teluk Tapian Nauli, wilayahnya berada pada ketinggian 1 - 200 m di atas
permukaan laut. Kota Sibolga berada + 344 km Selatan Kota Medan, ibukota Provinsi Sumatera
Utara. Secara geografis wilayah Kota Sibolga terletak pada posisi 01° 42’ LU s/d 01° 46’ LU dan
98° 44’ BT s/d 98° 48’ BT dan secara fisik berada di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli
Tengah, atau dengan kata lain dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Tengah. Luas Kota Sibolga
adalah 1.077 Ha, yang terdiri dari 889,16 Ha daratan pulau Sumatera dan 187,84 Ha daratan
berupa kepulauan.

Kota Sibolga termasuk beriklim tropis dengan suhu maksimal pada tahun 2021
mencapai 37,0°C. Jumlah hari hujan di Kota Sibolga pada tahun 2021 adalah sebanyak 211
hari, lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 246 hari. Sejalan dengan
jumlah hari hujan, rata-rata kelembaban udara Kota Sibolga juga mengalami peningkatan
menjadi 85,3 % pada tahun 2021. Sementara itu rata-rata kecepatan angin di Kota Sibolga
pada tahun 2021 adalah sebesar 1,5 m/det, dengan penguapan udara sebesar 1008,1 mb.
Pada tahun 2021 suhu maksimum mencapai 37,0°C.

Secara rinci letak geografis dan luas wilayah, batas dan jarak 4 Kecamatan ke Pusat

Kota Sibolga disajikan pada Tabel di bawah.

Adapun rincian luas wilayah Kota Sibolga dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

TABEL 1
LUAS WILAYAH KOTA SIBOLGA
NO. WILAYAH LUAS (Ha.)
DIAGRAM
1 2 3 LUAS WILAYAH KOTA SIBOLGA
1. Daratan :
889,16
[S)S?;?graPulau 187,84 B Daratan Pulau
' Sumatera
Daratan Kepulauan A
JUMLAH 1.077 ® Daratan
Kepulauan

Sumber: SIPD Kota Sibolga
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Daratan Kota Sibolga berada pada rata-rata ketinggian antara 1-200 m diatas
permukaan laut dengan kondisi permukaan adalah daratan rendah berupa bekas rawa dan
pantai serta pegunungan yang permukaannya terjal. Kondisi ini menjadikan keadaan topografi
wilayah Kota Sibolga terdiri dari 2 kategori, yaitu :

Pertama :  Wilayah landai/datar mempunyai kemiringan lahan 0-2 % yang luashya
mencapai 29,14% dari total wilayah daratan Kota Sibolga.
Kedua . wilayah lereng mempunyai kemiringan > 40% dengan luasnya mencapai 638,2

Ha atau mencapai 59,62% dari total wilayah daratan Kota Sibolga.

Dari kondisi topografi yang seperti ini, menyebabkan Kota Sibolga memiliki iklim
yang cukup panas dan termasuk daerah beriklim tropis.

Secara administratif Kota Sibolga terbagi kedalam 4 wilayah kecamatan yaitu
Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga Kota, Sibolga Sambas dan Sibolga Selatan yang luas

wilayah masing-masing tergambar pada diagram berikut.

Diagram Luas Wilayah Sibolga Menurut Kecamatan (%)

m Sibolga Utara
B Sibolga Kota
m Sibolga Sambas

H Sibolga Selatan

Sumber: BPN Kantor Pertanahan Kota Sibolga
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TABEL 2

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KOTA SIBOLGA

1 2 3 4
| | SIBOLGA UTARA 3,333 27,70
1. Sibolga llir 0,78 5,79
2. Angin Nauli 0,87 6,48
3. Huta Tonga-tonga 0,40 2,94
4. Huta Barangan 0,57 7,20
5. Simare-mare 0,71 5,30
Il | SIBOLGA KOTA 2,732 9,59
1. Kota Baringin 0,29 1,77
2. Pasar Baru 0,46 1,33
3. Pasar Belakang 1,08 4,34
4. Pancuran Gerobak 0,90 2,15
Il | SIBOLGA SELATAN 3,139 23,32
1. Aek Habil 0,614 4,55
2. Aek Manis 1,235 9,20
3. Aek Parombunan 0,898 6,66
4. Aek Muara Pinang 0,392 2,91
IV | SIBOLGA SAMBAS 1,566 39,39
1. Pancuran Pinang 0,18 7,94
2. Pancuran Kerambil 0,33 6,83
3. Pancuran Dewa 0,51 9,19
4. Pancuran Bambu 0,54 15,42
KOTA SIBOLGA 10,77 100

Sumber :Kelurahan Dan Kecamatan Kota Sibolga

TABEL 3

Letak Geografis Kecamatan Kota Sibolga

1 3
SIBOLGA Letak 010 42"-010 44" LU
UTARA 980 46" - 980 48" BT

Letak Di atas Permukaan Laut

0-54m

Luas Wilayah

333,33 ha

Batas Wilayah

Sebelah Utara

Kabupaten Tapanuli Tengah

Sebelah Selatan

Sungai Aek Doras dan
Kecamatan Sibolga Kota

Sebelah Barat

Teluk Tapian Nauli
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Sebelah Timur

Kabupaten Tapanuli Tengah

Jarak kantor Camat ke kantor Walikota

0,30 km

SIBOLGA KOTA

Letak 010 42"-010 44" LU
980 45" - 980 47" BT

Letak Di atas Permukaan Laut 0-8m

Luas Wilayah 273,23 ha

Batas Wilayah

Sebelah Utara

Kecamatan Sibolga Utara

Sebelah Selatan

Kecamatan Sibolga Sambas

Sebelah Barat

Kecamatan Sibolga Utara

Sebelah Timur

Kabupaten Tapanuli Tengah

Jarak kantor Camat ke kantor Walikota

0,60 km

SIBOLGA Letak 01°43'-01°44' LU
SELATAN 98°47'- 98°48' BT
Letak Di atas Permukaan Laut 0-29m
Luas Wilayah 313,85 ha
Batas Wilayah
Sebelah Utara Kabupaten Tapanuli Tengah
Sebelah Selatan Teluk Tapian Nauli
Sebelah Barat Kecamatan Sibolga Sambas
Sebelah Timur Kabupaten Tapanuli Tengah
Jarak kantor Camat ke kantor Walikota 3,4 km
SIBOLGA Letak 01°43'- 01°44' LU
SAMBAS 98°46'- 98°47' BT

Letak Di atas Permukaan Laut

0-13m

Luas Wilayah

156,59 ha

Batas Wilayah

Sebelah Utara

Kecamatan Sibolga Utara

Sebelah Selatan

Teluk Tapian Nauli

Sebelah Barat

Kecamatan Sibolga Kota

Sebelah Timur

Kecamatan Sibolga Selatan

Jarak kantor Camat ke kantor Walikota

1,0 km

Sumber: BPN Kota Sibolga
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1.1.3 JUMLAH PENDUDUK KOTA SIBOLGA

Secara demografi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, jumlah Penduduk Kota Sibolga tahun 2022 berjumlah 96.447 jiwa yang terdiri dari 48.447
jiwa penduduk laki-laki dan 48.000 jiwa perempuan dengan rata-rata tingkat kepadatan
penduduknya mencapai 8.830 jiwa per km?2. Dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Sibolga
Sambas yang mencapai 14.199 jiwa per km? dan terendah di Kecamatan Sibolga Kota sebesar
6.071 jiwa per km?. Untuk tahun 2021 jumlah penduduk berjumlah 95.098 jiwa dengan 47,771
jiwa penduduk laki-laki dan 47,328 jiwa penduduk perempuan, dengan data demikian bahwa
penduduk Kota Sibolga bertambah sebanyak 1.349 dari tahun 2021 dengan persentase 1,42 %.

Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kota Sibolga Tahun 2022

48,447
48,500 -
ago00 ~ 4LZZL
378 W laki-laki
47,500 -
[ | perempuan

47,000 -
46,500 T T

2021 2022

TABEL 4

Jumlah Penduduk Menurut Mecamatan dan Jenis Kelamin
Kota Sibolga Tahun 2022.

Sibolga Utara 11.225 11,64 11.230 11,64 22.455 23.28
Sibolga Kota 8.125 8,42 8.462 8,77 16.587 17.20
Sibolga Selatan 17.825 18,48 17.344 17,98 35.169 36,46
Sibolga Sambas 11.272 11,69 10.964 11,37 22.236 23.06
Kota Sibolga 48.447 50,23 48.000 49,77 96.447 100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester Il 2022, diolah
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Grafik Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Sibolga Tahun 2022

17825314
18,000 -

16,000 Vv’
14,000 Vv

111,228,230 11,2%4 964

12,000

10,000 -
8,125,462 = Laki laki

8,000 - B Perempuan
6,000 -
4,000 A

2,000 -

O T T T T
Sibolga Utara Sibolga Kota  Sibolga Selatan Sibolga
Sambas

TABEL 5
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK BERDASARKAN
KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN KOTA SIBOLGA TAHUN 2022

1. Usia 1 Tahun 652 0,68 626 0,65 1.278 1,33
2. Usia 2 Tahun 713 0,74 656 0,68 1.369 1,42
3. Usia 3 Tahun 725 0,75 760 0,79 1.485 1,54
4. Usia 4 Tahun 819 0,85 786 0,81 1.605 1,66
5. Usia 5 Tahun 822 0,85 781 0,81 1.603 1,66
6. Usia 6 Tahun 883 0,92 774 0,80 1.657 1,72
7. Usia 7 Tahun 891 0,92 761 0,79 1.652 1,71
8. Usia 8 Tahun 932 0,97 875 0,91 1.807 1,87
9. Usia 9 Tahun 969 1,00 883 0,92 1.852 1,92
10. Usia 10 Tahun 980 1,02 899 0,93 1.879 1,95
11, Usia 11 Tahun 945 0,98 898 0,93 1.843 1,91
12. Usia 12 Tahun 986 1,02 927 0,96 1.913 1,98
13. Usia 13 Tahun 955 0,99 914 0,95 1.869 1,94
14, Usia 14 Tahun 990 1,03 902 0,94 1.892 1,96
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. Laki-Laki Perempuan Jumlah
No. Usia Penduduk : : :
Jiwa % Jiwa % Jiwa %

15. Usia 15 Tahun 976 1,01 946 0,98 1.922 1,99
16. Usia 16 Tahun 1048 1,09 951 0,99 1.999 2,07
17. Usia 17 Tahun 1004 1,04 948 0,98 1.952 2,02
18. Usia 18 Tahun 479 0,50 473 0,49 952 0,99
19. Usia 19 Tahun 840 0,87 873 0,91 1.713 1,78
20. Usia 20 Tahun 1079 1,12 926 0,96 2.005 2,08
21. Usia 21 Tahun 964 1,00 966 1,00 1.930 2,00
22. Usia 22 Tahun 916 0,95 867 0,90 1.783 1,85
23. Usia 23 Tahun 975 1,01 928 0,96 1.903 1,97
24, Usia 24 Tahun 902 0,94 908 0,94 1.810 1,88
25. Usia 25 Tahun 774 0,80 830 0,86 1.604 1,66
26. Usia 26 Tahun 835 0,87 807 0,84 1.642 1,70
27. Usia 27 Tahun 806 0,84 891 0,92 1.697 1,76
28. Usia 28 Tahun 830 0,86 825 0,86 1.655 1,72
29. Usia 29 Tahun 849 0,88 710 0,74 1.559 1,62
30. Usia 30 Tahun 796 0,83 772 0,80 1.568 1,63
31. Usia 31 Tahun 804 0,83 725 0,75 1.529 1,59
32. Usia 32 Tahun 679 0,70 665 0,69 1.344 1,39
33. Usia 33 Tahun 807 0,84 732 0,76 1.539 1,60
34. Usia 34 Tahun 782 0,81 737 0,76 1.519 1,57
35. Usia 35 Tahun 837 0,87 726 0,75 1.563 1,62
36. Usia 36 Tahun 769 0,80 701 0,73 1.470 1,52
37. Usia 37 Tahun 812 0,84 731 0,76 1.543 1,60
38. Usia 38 Tahun 864 0,90 718 0,74 1.582 1,64
39. Usia 39 Tahun 777 0,81 742 0,77 1.519 1,57
40. Usia 40 Tahun 742 0,77 781 0,81 1.523 1,58
41, Usia 41 Tahun 823 0,85 830 0,86 1.653 1,71
42. Usia 42 Tahun 704 0,73 697 0,72 1.401 1,45
43, Usia 43 Tahun 856 0,89 806 0,84 1.662 1,72
44, Usia 44 Tahun 768 0,80 730 0,76 1.498 1,55
45, Usia 45 Tahun 654 0,68 670 0,69 1.324 1,37
46. Usia 46 Tahun 643 0,67 634 0,66 1.277 1,32
47. Usia 47 Tahun 651 0,67 576 0,60 1.227 1,27
48. Usia 48 Tahun 657 0,68 613 0,64 1.270 1,32
49, Usia 49 Tahun 592 0,61 539 0,56 1.131 1,17
50. Usia 50 Tahun 547 0,57 562 0,58 1.109 1,15
51. Usia 51 Tahun 575 0,60 553 0,57 1.128 1,17
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. Laki-Laki Perempuan Jumlah
No. Usia Penduduk : : :
Jiwa % Jiwa % Jiwa %

52. Usia 52 Tahun 470 0,49 466 0,48 936 0,97
53. Usia 53 Tahun 535 0,55 512 0,53 1.047 1,09
54, Usia 54 Tahun 474 0,49 444 0,46 918 0,95
55. Usia 55 Tahun 456 0,47 515 0,53 971 1,01
56. Usia 56 Tahun 379 0,39 440 0,46 819 0,85
57. Usia 57 Tahun 325 0,34 361 0,37 686 0,71
58. Usia 58 Tahun 423 0,44 498 0,52 921 0,95
59. Usia 59 Tahun 337 0,35 421 0,44 758 0,79
60. Usia 60 Tahun 287 0,30 353 0,37 640 0,66
61. Usia 61 Tahun 285 0,30 402 0,42 687 0,71
62. Usia 62 Tahun 250 0,26 296 0,31 546 0,57
63. Usia 63 Tahun 335 0,35 363 0,38 698 0,72
64. Usia 64 Tahun 246 0,26 307 0,32 553 0,57
65. Usia 65 Tahun 269 0,28 347 0,36 616 0,64
66. Usia 66 Tahun 233 0,24 284 0,29 517 0,54
67. Usia 67 Tahun 195 0,20 310 0,32 505 0,52
68. Usia 68 Tahun 184 0,19 247 0,26 431 0,45
69. Usia 69 Tahun 176 0,18 242 0,25 418 0,43
70. Usia 70 Tahun 139 0,14 220 0,23 359 0,37
71. Usia 71 Tahun 175 0,18 186 0,19 361 0,37
72. Usia 72 Tahun 89 0,09 125 0,13 214 0,22
73. Usia 73 Tahun 93 0,10 173 0,18 266 0,28
74. Usia 74 Tahun 77 0,08 114 0,12 191 0,20
75. Usia 75 Tahun 62 0,06 123 0,13 185 0,19
76. Usia 76 Tahun 45 0,05 82 0,09 127 0,13
77. Usia 77 Tahun 41 0,04 84 0,09 125 0,13
78. Usia 78 Tahun 42 0,04 109 0,11 151 0,16
79. Usia 79 Tahun 28 0,03 63 0,07 91 0,09
80. Usia 80 Tahun 18 0,02 59 0,06 77 0,08
81. Usia 81 Tahun 30 0,03 59 0,06 89 0,09
82. Usia 82 Tahun 12 0,01 32 0,03 44 0,05
83. Usia 83 Tahun 23 0,02 60 0,06 83 0,09
84. Usia 84 Tahun 7 0,01 31 0,03 38 0,04
85. Usia 85 Tahun 3 0,00 35 0,04 38 0,04
86. Usia 86 Tahun 7 0,01 25 0,03 32 0,03
87. Usia 87 Tahun 7 0,01 18 0,02 25 0,03
88. Usia 88 Tahun 4 0,00 8 0,01 12 0,01
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89. Usia 89 Tahun 1 0,00 12 0,01 13 0,01
90. Usia 90 Tahun 0 0,00 8 0,01 8 0,01
91. Usia 91 Tahun 0 0,00 8 0,01 8 0,01
92. Usia 92 Tahun 4 0,00 3 0,00 7 0,01
93. Usia 93 Tahun 1 0,00 6 0,01 7 0,01
94. Usia 94 Tahun 0 0,00 5 0,01 5 0,01
95. Usia 95 Tahun 0 0,00 3 0,00 3 0,00
96. Usia 96 Tahun 1 0,00 2 0,00 3 0,00
97. Usia 97 Tahun 0 0,00 1 0,00 1 0,00
98. Usia 98 Tahun 0 0,00 3 0,00 3 0,00
99. Usia 99 Tahun 0 0,00 1 0,00 1 0,00
100. | Usia 100 Tahun 0 0,00 1 0,00 1 0,00
101 Usia 101 Tahun 1 0,00 0 0,00 1 0,00
102. Usia 102 Tahun 0 0,00 2 0,00 2 0,00

JUMLAH 48.447 50,23 | 48.000 | 49,77 | 96.447 100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 1l 2022, diolah

DISTRIBUSI PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
YANG DITAMATKAN DAN JENIS KELAMIN KOTA SIBOLGA TAHUN 2022

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Sibolga hampir
merata pada pendidikan dasar dan menengah (SD/MI sederajat, SLTP/MTs sederajat,
SLTA/MA sederajat) dengan persentase terbesar adalah tamatan SLTA / sederajat sebesar
27,53 %. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi
jumlahnya hanya sekitar 7,58 %, yang terdiri dari tamatan Diploma l/ll/lll sebesar 2,27 % dan
tamatan D IV, S1, S2, dan S3 sebesar 5,31 %. Berikut ini tabel penduduk Kota Sibolga dirinci

berdasar tingkat pendidikan formal.

TABEL 6
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Kota Sibolga Tahun 2022

1 2 3 4
Tidak/Belum Sekolah 12.347 11.512 23.859 24,74
Belum tamat SD/Sederajat 5.631 5.336 10.967 11,37
Tamat SD/Sederajat 6.700 6.756 13.456 13,95
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SLTP/Sederajat 7.435 6.864 14.299 14,83
SLTA/Sederajat 13.320 13.235 26.555 27,53
Diploma I/11 87 227 314 0,33
Akademi/Diploma I11/Sarjana Muda 611 1.261 1.872 1,94
Diploma IV/Strata 1 2.203 2.745 4.948 5,13
Strata 2 109 64 173 0,18
Strata 3 4 0 4 0,00

Jumlah 48.447 48.000 96.447 100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 1l 2022, diolah

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Jenis
Kelamin Kota Sibolga Tahun 2022
Berdasarkan mata pencahariannya, sebagian besar penduduk Kota Sibolga
bekerja sebagai Nelayan/Perikanan (5,04%), mengurus rumah tangga (19,37%), wiraswasta
(8,79%) dan PNS/TNI/POLRI (3,00%), Buruh Harian Lepas (5,21%), Buruh Nelayan/Perikanan
(1,43%), Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara lengkap dapat terlihat pada

tabel di bawah ini:

TABEL 7
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Jenis
Kelamin Kota Sibolga Tahun 2022

1 Belum/Tidak Bekerja 27,81
2 Mengurus Rumah Tangga 1 18.679 18.680 19,37
3 Pelajar/Mahasiswa 11.016 10.080 21.096 21,87
4 Pensiunan 392 471 863 0,89
5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1.016 1.370 2.386 2,47
6 Tentara Nasional Indonesia 321 0 321 0,33
7 Kepolisian RI (Polri) 181 9 190 0,20
8 Perdagangan 0 0 0 0,00
9 Petani/Pekebun 139 93 232 0,24
10 Peternak 2 0 2 0,00
11 Nelayan/Perikanan 4.847 14 4.861 5,04
12 Industri 0 0 0 0,00
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No. Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan L+P %

1 2 3 4 5 6

13 Konstruksi 4 0 4 0,00
14 Transportasi 152 0 152 0,16
15 Karyawan Swasta 1.528 699 2.227 2,31
16 Karyawan BUMN 147 63 210 0,22
17 Karyawan BUMD 53 18 71 0,07
18 Karyawan Honorer 366 334 700 0,73
19 Buruh Harian Lepas 4,562 465 5.027 5,21
20 Buruh Tani/Perkebunan 41 18 59 0,06
21 Buruh Nelayan/Perikanan 1.343 33 1.376 1,43
22 Buruh Peternakan 0 3 3 0,00
23 Pembantu Rumah Tangga 0 41 41 0,04
24 Tukang Cukur 17 0 17 0,02
25 Tukang Listrik 5 0 5 0,01
26 Tukang Batu 11 1 12 0,01
27 Tukang Kayu 23 0 23 0,02
28 | Tukang Sol Sepatu 5 0 5 0,01
29 | Tukang Las/Pandai Besi 15 0 15 0,02
30 | Tukang Jahit 31 31 62 0,06
31 Tukang Gigi 0 0 0 0,00
32 Penata Rias 0 2 2 0,00
33 Penata Busana 0 0 0 0,00
34 Penata Rambut 3 11 14 0,01
35 Mekanik 47 0 47 0,05
36 Seniman 4 0 4 0,00
37 Tabib 0 0 0 0,00
38 Paraji 0 0 0 0,00
39 Perancang Busana 0 0 0 0,00
40 Penterjemah 0 0 0 0,00
41 Imam Masjid 2 0 2 0,00
42 Pendeta 44 6 50 0,05
43 Pastor 57 0 57 0,06
44 Wartawan 13 0 13 0,01
45 Ustadz/Mubaligh 5 0 5 0,01
46 Juru Masak 0 0 0 0,00
47 Promotor Acara 1 0 1 0,00
48 | Anggota DPR RI 0 0 0 0,00
49 Anggota DPD RI 0 0 0 0,00
50 | Anggota BPK 0 0 0 0,00
51 Presiden 0 0 0 0,00
52 Wakil Presiden 0 0 0 0,00
53 | Anggota Mahkamah Konstitusi 0 0 0 0,00
54 | Anggota Kabinet Kementrian 0 0 0 0,00
55 Duta Besar 0 0 0 0,00
56 Gubernur 0 0 0 0,00
57 Wakil Gubernur 0 0 0 0,00
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No. Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan L+P %
1 2 3 4 5 6
58 Bupati 0 0 0 0,00
59 | Wakil Bupati 0 0 0 0,00
60 Walikota 0 0 0 0,00
61 Wakil Walikota 1 0 1 0,00
62 | Anggota DPRD Prop. 0 0 0 0,00
63 | Anggota DPRD Kab./Kota 9 3 12 0,01
64 Dosen 15 21 36 0,04
65 Guru 146 431 577 0,60
66 Pilot 0 0 0 0,00
67 Pengacara 4 1 5 0,01
68 Notaris 0 5 5 0,01
69 Arsitek 3 0 3 0,00
70 Akuntan 0 0 0 0,00
71 Konsultan 2 1 3 0,00
72 Dokter 20 40 60 0,06
73 Bidan 0 102 102 0,11
74 Perawat 22 53 75 0,08
75 | Apoteker 0 1 1 0,00
76 Psikiater/Psikolog 0 0 0 0,00
77 Penyiar Televisi 0 0 0 0,00
78 Penyiar Radio 0 1 1 0,00
79 Pelaut 42 0 42 0,04
80 Peneliti 0 0 0 0,00
81 | Sopir 325 0 325 0,34
82 Pialang 0 0 0 0,00
83 Paranormal 0 0 0 0,00
84 Pedagang 483 517 1.000 1,04
85 Perangkat Desa 4 0 4 0,00
86 Kepala Desa 0 0 0 0,00
87 Biarawan/Biarawati 1 44 45 0,05
88 Wiraswasta 6.952 1.527 8.479 8,79
89 Anggota Lemb. Tinggi Lainnya 6 3 9 0,01
90 Artis 0 0 0 0,00
91 Atlit 0 0 0 0,00
92 Cheff 0 0 0 0,00
93 Manajer 0 0 0 0,00
94 Tenaga Tata Usaha 0 0 0 0,00
95 Operator 0 0 0 0,00
96 | Pekerja Pengolahan Kerajinan 0 0 0 0,00
97 Teknisi 0 0 0 0,00
98 Asisten Ahli 0 0 0 0,00
99 Pekerjaan Lainnya 0 1 1 0,00
JUMLAH 48.447 48.000 96.447
Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester Il 2022, diolah
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1.1.4 JUMLAH KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SIBOLGA

Secara administrasi Kota Sibolga memiliki luas wilayah 10,77 Km2, dan terbagi
atas 4 Kecamatan dan 17 Kelurahan, secara rinci luas masing-masing kecamatan, seperti yang
tertera dalam tabel di bawah ini:

TABEL 8
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Sibolga

I Sibolga Utara 3,33 30,92
1. Sibolga llir 0,78
2. Angin Nauli 0,87
3. Huta Tonga-tonga 0,40
4. Huta Barangan 0,57
5. Simare-mare 0,71
Il | Sibolga Kota 2,73 25,37
1. Kota Baringin 0,29
2. Pasar Baru 0,46
3. Pasar Belakang 1,08
4. Pancuran Gerobak 0,90
Il | Sibolga Selatan 3,14 29,16
1. Aek Habil 0,61
2. Aek Manis 1,24
3. Aek Parombunan 0,90
4. Aek Muara Pinang 0,39
IV | Sibolga Sambas 1,57 14,58
1. Pancuran Pinang 0,18
2. Pancuran Kerambil 0,33
3. Pancuran Dewa 0,51
4. Pancuran Bambu 0,54

Sumber : SIPD Kota Sibolga tahun 2017

1.1.5 JUMLAH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang
dimilikinya, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, rentang kendali, tata kerja yang
jelas, potensi daerah dan fleksibilitas, Pemerintah Kota Sibolga telah menindaklanjuti kebijakan
penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebutan Kotamadya Daerah

Tingkat Il Sibolga berubah menjadi Kota Sibolga, Penataan kelembagaan di Kota Sibolga diatur
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan

Perangkat Daerah Kota Sibolga yang terdiri dari 30 Perangkat Daerah, yaitu : Jumlah PNS

Pemerintah Kota Sibolga yang menerima pelayanan Kepegawaian se Kota Sibolga

berdasarkan data yang terakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 sebanyak 2.201

orang, terdiri dari PNS Non Guru dan Kesehatan Sebanyak 1.207 orang, PNS Guru sebanyak

539 orang dan PNS Tenaga Kesehatan Sebanyak 455 orang dengan perincian sebagai
berikut :

1.

© ® N o g & w DN

Sekretariat Daerah, yang terdiri dari 6 Bagian
Sekretariat DPRD, yang terdiri dari 3 Bagian

Inspektorat
Dinas 116
Badan 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kecamatan 4

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jumlah PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 50 orang

DINAS KESEHATAN
Jumlah PNS Dinas Kesehatan Kota Sibolga
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 40 orang

RSU Dr F L TOBING
Jumlah PNS RSU Dr. F.L.Tobing Kota Sibolga
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 46 orang

DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
Jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga yang terdiri dari :
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 51 orang

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jumlah PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota
Sibolga,

» Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural : 38 orang

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jumlah PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 19 orang

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jumlah Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga terdiri dari :
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 30 orang
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SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jumlah Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga terdiri dari :
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 21 orang

KESATUAN BANGSA & POLITIK
Jumlah Pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga

» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 16 orang
DINAS SOSIAL

Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial Kota Sibolga

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 24 orang

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jumlah Pegawai pada Dinas PMK, PP dan PA terdir dari :

» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 19 orang

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jumlah Pegawai Dinas PP dan KB Kota Sibolga
> Pegawai Negeri Sipil Daerah : 27 Orang

DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Sibolga adalah terdiri :
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 33 Orang

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 23 Orang

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan terdiri :
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 21 orang

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jumlah Pegawai DPMPPTSP Kota Sibolga
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 23 orang

DINAS PERPUSTAKAAN
Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan Kota Sibolga
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 21 orang

DINAS PERIKANAN KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Jumlah Pegawai DPKP dan P Kota Sibolga
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) 36 orang

DINAS PARIWISATA PEMUDA & OLAHRAGA
Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 26 orang

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 47 orang

SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Pegawai di Sekretariat Daerah Kota Sibolga
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 85 orang
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- SEKRETARIAT DPRD KOTA SIBOLGA
Jumlah Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 40 orang

- KANTOR KECAMATAN SIBOLGA UTARA
Jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 47 orang

- KANTOR KECAMATAN SIBOLGA KOTA
Jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 35 orang

- KANTOR KECAMATAN SIBOLGA SELATAN
Jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 35 orang

- KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS
Jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga terdiri dari :

» Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural : 41 Orang
- INSPEKTORAT

Jumlah Pegawai di Inspektorat Kota Sibolga

» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 49 orang

-  BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jumlah Pegawai BAPPEDA Kota Sibolga berjumlah
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 33 orang

- BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jumlah Pegawai pada BPKPAD Kota Sibolga terdiri dari :
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 53 orang

-  BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jumlah Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga terdiri dari :
» Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 37 orang

1.1.6 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Sibolga
berdasarkan data yang terakhir Tahun 2022 Kota Sibolga, dari Pendapatan sebesar Rp.
623.595.882.657,63 yaitu 94,36 % dari Target Rp. 660.855.544.276,48 dan Belanja sebesar
Rp. 709.941.348.672,84 yaitu 86,17 % dari Target Rp. 823.827.845.243,00 dengan perincian
yang terdapat pada Tabel :
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TABEL 9

Realisasi APBD TA. 2022 dan Realisasi TA 2021

NO URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 % REALISASI 2021
1 PENDAPATAN 660.855.544.276,48 | 623.595.882.657,63 94,36% 589.661.218.589,27
5 PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
3 Pendapatan Pajak Daerah 11.425.701.723,40 12.169.731.508,00 | 106,51% 11.398.529.221,00
4 gzgf:ﬁata” Retribusi 13.776.680.196,00 4.683.973.666,80 | 34,00% 4.246.987.577,00
5 Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan 10.955.236.945,30 11.046.702.945,44 | 100,83% 9.255.412.429,00
Daerah yang Dipisahkan
6 Lain-lain PAD Yang Sah 82.688.360.703,78 54.497.742.914,07 65,91% 51.362.857.906,27
7 _ Jumlah Pendapatan 118.845.979.568,48 | 82.398.151.034,31 | 69,33% 76.263.787.133,27
Asli Daerah
8
9 PENDAPATAN TRANSFER
Pendapatan Transfer
10 Pemerintah Pusat — Dana
Perimbangan
11 Dana Bagi Hasil Pajak 19.673.308.009,00 27.763.592.271,00 | 141,12% 24.351.430.125,00
12 Dana Alokasi Umum 384.535.437.000,00 | 381.093.828.683,00 99,10% 384.535.437.000,00
13 Dana Alokasi Khusus - Fisik 32.933.404.410,00 31.710.074.701,00 96,29% 33.815.853.302,00
14 Dana Alokasi Khusus — Non Fisik 52.969.336.000,00 50.284.037.649,00 94,93% 27.346.511.619,00
Jumlah Pendapatan
15 Transfer Dana 490.111.485.419,00 | 490.851.533.304,00 | 100,15% 470.049.232.046,00
Perimbangan
16
17 Pendapatan Tranfer Pemerintah
Pusat - Lainnya
18 Dana Insentif Daerah 18.430.524.000,00 18.430.524.000,00 | 100,00% 9.173.013.000,00
Jumlah Pendapatan
19 Transfer Pemerintah Pusat 18.430.524.000,00 18.430.524.000,00 | 100,00% 9.173.013.000,00
—Lainnya
20
21 Pendapatan Transfer antar
Pemerintah Daerah
22 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 23.078.510.710,00 24.260.121.170,00 | 105,12% 19.418.510.710,00
23 Bantuan Keuangan 3.000.000.000,00 2.849.978.842,00 95,00% 0,00
24 Jumlah Pendapatan 26.078.510.710,00 |  27.110.100.012,00 | 103,96% 19.418.510.710,00
Transfer Antar Daerah
25 Transfer Total Pendapatan 534.620.520.129,00 | 536.392.157.316,00 | 100,33% 498.640.755.756,00
26
27 LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
28 Pendapatan Hibah 500.000,00 67.651.909,32 |13530,38% 0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai
29 dengan Ketentuan Peraturan 7.388.544.579,00 4.737.922.398,00 64,13% 14.756.675.700,00
Perundang-Undangan
Jumlah Lain-Lain
30 Pendapatan Daerah yang 7.389.044.579,00 4.805.574.307,32 65,04% 14.756.675.700,00
Sah
31 JUMLAH 660.855.544.276,48 623.595.882.657,63 94,36% 589.661.218.589,27
PENDAPATAN ’ ! ' '
32
33 BELANJA 823.827.845.243,00 709.941.348.672,84 86,18% 581.319.532.001,39
34 BELANJA OPERASI
35 Belanja Pegawai 289.568.023.106,00 257.445.444.071,00 88,91% 246.602.398.284,00
36 Belanja Barang dan Jasa 319.909.242.574,00 275.344.778.304,84 86,07% 221.685.398.219,13
37 Belanja Bunga 1.482.178.588,00 995.246.214,00 67,15% 0,00
38 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00% 0,00
39 Belanja Hibah 15.165.022.850,00 14.205.721.912,00 93,67% 5.787.542.420,00
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NO URAIAN ANGGARAN 2022 | REALISASI 2022 % REALISASI 2021
40 Belanja Bantuan Sosial 8.558.835.222,00 7.590.137.180,00 | 88,68% 7.146.308.000,00
40 Jumlah Belanja Operasi | 634.683.302.340,00 | 555.581.327.681,84 | 87,54% |  481.221.646.923,13
42
43 BELANJA MODAL
44 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 | 0,00% 0,00
i 0,
45 mgwa Modal Peralatan dan 20.751.171.122,00 | 17.755.536.383,00 | 85,56% 20.476.702.047.00
i 0,
46 ggiﬂi;rMalGedungdan 64.972.612.691,00 | 45.911.783.872,00 | 70,66% 25.014.924.501.26
47 Belanja Modal Jalan, Irigasi 85.604.127.189,00 | 73.469.155.847,00 | 85,82% 24.660.329.503,00
dan Jaringan
48 E;'gg;i'\"c’da' Aset Tetap 4.818.469.501,00 4548.129.750,00 | 94,39% 7.952.813.327,00
49 Jumlah Belanja Modal 176.146.380.503,00 | 141.684.605.852,00 [ 80,44% 87.104.769.378,26
50
51 BELANJA TAK TERDUGA
52 Belanja Tak Terduga 12.923.162.400,00 | 12.600.415.139,00 | 97,50% 12.993.115.700,00
53 Tadj;g"ahBe“””aTak 12.923.162.400,00 | 12.600.415.139,00 | 97,50% 12.993.115.700,00
54
55 BELANJA TRANSFER
56 Belanja Transfer 75.000.000,00 75.000.000,00 | 100,00% 0,00
57 Jumlah Belanja Transfer 75.000.000,00 75.000.000,00 | 100,00% 0,00
58 BELANIA JUMLAH 823.827.845.243,00 | 709.941.348.672,84 | 86,18% | 581.319.532.001,39
(162.972.300.966,52 | (86.345.466.015,21) | 52,98%
69 SURPLUS/(DEFISIT) ) 8.341.686.587,88
60
61 | PEMBIAYAAN
62 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
63 ?fh%heggéeplﬁrmh'rt“;gga” ANggaran | 2, 654 080.966,52 |  92.628.827.506,39 | 124,08% 87.367.317.513,51
64 Penerimaan Pinjaman Daerah 88.318.220.000,00 83.185.750.711,00 94,19% 0,00
65 Pem;ﬁg&iﬁpe”e”maa” 162.972.300.966,52 | 175.814.578.217,39 | 107,88% 87.367.317.513,51
66
67 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
68 Penyertaan Modal/Investasi o 3.080.176.595,00
Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00%
69 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00% 0,00
70 Pemgi”a’;‘g; Pengeluaran 0,00 0,00 0,00% 3.080.176.595,00
71 NETTO PEMBIAYAAN 162.972.300.966,52 | 175.814.578.217,39 | 107,88% 84.287.140.918,51
72
73 SISA LEBIH PEMBIAYAAN 0,00 | 89.469.112.202,18 | 100,00% 92.628.827.506,39

ANGGARAN (SiLPA)
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1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang
meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai perwujudan amanat tersebut,
Pemerintah Kota Sibolga telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga 2005-2025 berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD
tersebut adalah menetapkan Visi Daerah "Kota Jasa yang Nyaman, Aman,
Unggul, Lestari dan Indah (NAULI)” di Kawasan Pantai Barat Sumatera
Utara”, yang terdiri dari 6 (enam) Misi yang di dalamnya memuat mengenai
indikator dan target capaian. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap
5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap | (2006-
2010), Tahap Il (2011-2015), Tahap Il (2016-2020), dan Tahap IV (2021-
2025).

-  Keselarasan RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Kota
Sibolga Tahun 2021-2026

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN
2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma"ruf Amin dengan visi
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan)
Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusian Indonesia;

Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

o gk wWN

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan

Terpercaya,;
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7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Amanpada
Seluruh Warga;

8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

MISI RPJMIN TAHUN 2020-2024 : MISI RRPJMD PROVINSI KOTA
: SIBOLGA TAHUN 2021-2026
1 Peningkatan Kualitas Manusia 1 Mewujudkan Tata Kelola
Indonesia; \ ' Pemerintah yang Good
‘ \\ Governance dengan Transparan
[ |__dan Akuntabel
Y
Y
2 Struktur Ekonomi yang Produktif, l‘ T 2 Mewujudkan dan Meningkatkan
Merata dan Berdaya Saing; 1 \‘ kesehatan masyarakat serta
. | pelayanan sehingga dapat
T 1 N
. 1 melahirkan masyarakat yang
1 ;
3 Pembangunan yang Merata dan | ‘ Ll cerdas, menuju masyarakat yang
Berkeadilan; ! makmur
LN
4 MencapaiLingkungan Hidup NG 1! 3 Mewujudkan pemerataan :
i n- \ b pembangunan yang proporsional
\ /N berbasis jumlah penduduk untuk
\ Menata pemukiman warga agar
5 Kemajuan Budaya yang ‘ terciptanya lingkungan yang
Mencerminkan Kepribadian 1 sehat dan infrastruktur kota yang
Bangsa; . ! terang dengan memanfaatkan
‘_ H tata ruang yang berwawasan kota
|\ nintarlC PN al? V)
Y
1
6 Penegakan Sistem Hukum yang ‘ H 4 Mewujudkan Pendidikan yang
Bebas Korupsi, Bermartabat Wl [ berkualitas, memberikan subsidi
danTerpercaya; M penuh terhadap kebutuhan
‘| belajar 9 tahun, dan memberikan
‘| beasiswa bagi siswa berprestasi
7 Perlindungan Bagi Segenap \ \ untuk melanjutkan studi
Bangsadan Memberikan Rasa . ! kePerguruan tinggi, serta
Aman pada Seluruh Warga; 1 Meningkatkan kesejahteraan
‘i LIAAX AL
8 Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, ‘. 5 Membuka lapangan kerja dan
Efektif, dan Terpercaya; i peluang berusaha dengan
" pemberdayaan masyarakat di
i bidang Ekonomi dan
Sinergi Pemerintah Daerah dalam 1 keV\'nrausahaan serta menjalin
Kerangka Negara Kesatuan. ' kerjasama dengan pelaku
i ekonomi lainnya di Kota Sibolga
| maunun diluar Kata Sihalaa
Gambar

Keselarasan RPIJMN Tahun 2020-2024 dengan
RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026.

Sumber: Data diolah
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Keselarasan RPJMD Kota Sibolga dengan RPJMD Provinsi
Sumatera Utara

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sedang dalam proses
penyusunan Perubahan RPJMD, namun demikian dari gambaran awal visi
misi Provinsi Sumatera Utara, dapat dihubungkan dalam RPJMD Kota
Sibolga Tahun 2021-2026.

Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu:
“Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan
Bermartabat”

Visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu:

1 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam
Kehidupan, karena memiliki iman dan tagwa, tersedianya sandang pangan
yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang
prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang
terjangkau.

2 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam
Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola
pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat
yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat
serta harmonis.

3 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam
Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas,
kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

4 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam
Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan
penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

5 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam
Lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan
indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan
beradab.

Korelasi antara Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi Sumatera Utara dengan Gambaran Visi dan Misi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sibolga dapat
digambarkan sebagaimana gambar berikut.
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MISI RRPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN MISI RRPJMID PROVINSI KOTA SIBOLGA TAHUN 2021-
1 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good
Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan tagwa, tersedianya Governance denganTransparan dan Akuntabel
sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan e
yang baik, kesehatan yang prima,mata pencaharian yang ",
manuvananglkan carts haraa harans viang tarianaliass PO
2 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat ", ", .'.. 2 Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat
Dalam Politikdengan adanya pemerintahan yang bersih dan '-_ '»‘ ", serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat
dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, LYy " yang cerdas, menuju masyarakatyang makmur
politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan P
kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta : ‘0‘
harmanis M ,
3 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang -‘. '-. 3 Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional
Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya . berbasis jumlahpenduduk untuk Menata pemukiman warga
yang terpelajar, berkarakter, cerdas,kolaboratif, berdaya M agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota
saing, dan mandiri. . P yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang
'-. A hovwaiowiacan eata nintarl ComaviCity)
‘. '_ '0
+ L] *
4 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat ' '-_;‘ 4 Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi
Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, ", o, penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan
dan penyeludupan,sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara '.'.'.:“ beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi
dan Dunia. v, kePerguruan tinggi, serta Meningkatkankesejahteraan guru
LT FEPTRT
5 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat .." 15 Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan
Dalam Lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya N pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan
yang bersih dan indah,penduduknya yang ramah, berbudaya, 0 kewirausahaan serta menjalin kerjasamadengan pelaku
L 21 : ] L . 1 sa_: PN VR 1 R | TN | [V ey Y W |
Gambar
Keselelarasan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
denganRPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026
Sumber: Data diolah
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1.2.1

PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah

berjalan sampai dengan saat ini, dengan melihat kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pelaksanaan RPJMD Kota

Sibolga Tahun 2016-2021 dapat digambarkan isu-isu strategis yang

memerlukan perhatian dikelompokkan sebagai berikut :

a.

b
C.
d

o

Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
Masih perlunya penanggulangan kemiskinan

Masih terbatasnya infrastruktur dasar

Kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi
wanita, anak- anak, lansia, dan difabel

Belum optimalnya penanganan banjir

Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam
penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan

Masih perlunya pemberdayaan masyarakat kelurahan

Masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian potensi
pariwisata

Belum mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan

Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih

terbatasnya luas ruang terbuka hijau

Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang dihadapi, maka isu

strategis adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.

Kualitas pembangunan manusia

Pembangunan infrastruktur e-government

Reformasi tata kelola birokrasi dan profesionalisme aparatur
pemerintah daerah yang berkompetensi

Pengembangan dan penguatan ekonomi yang berbasis sumberdaya
unggulan daerah

Pengembangan dan penguatan investasi

Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran
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A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan denganPelayanan

Dasar:

1. Pendidikan, menghadapi permasalahan:

a.
b.

Masih rendahnya APK PAUD;

Masih rendahnya persentase pendidik PAUD memiliki Kualifikasi S1
dan Sertifikat Pendidik;

Masih rendahnya satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi;

d. Makin menurunnya APM SD dan Masih rendahnya APM SMP;

Masih rendahnya persentase pendidik SD dan SMP memiliki
sertifikasi Pendidik;

Rapor Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang
SD dan SMP di Kota Sibolga masih rendah karena belum sesuai
Standar Nasional;

Rapor Mutu Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang SD dan
SMP di Kota Sibolga masih rendah karena belum sesuai Standar

Nasional;

. Perlu dukungan terhadap Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 06

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Satu
Tahun Pra Sekolah Dasar di Kota Sibolga.

2. Kesehatan, menghadapi permasalahan:

a.

o oo T

Derajat kesehatan masyarakat Kota Sibolga dapat dikatakan dalam
kondisi baik, hal ini dapat dilihat dari angka harapan hidup yang telah
melebihi dari target namun masih perlu ditingkatkan lagi. (menurut
United Nations Development Programme atau Badan Program

Pembangunan PBB angka standar = 85)
Masih terdapatnya angka kematian bayi;
Masih terdapatnya angka kematian balita;
Masih terdapatnya kematian ibu;

Masyarakat Kota Sibolga pada dasarnya telah terlindungi
kesehatannya dengan adanya Jaminan Kesehatan Masyarakat namun
capaian yang diperoleh pada tahun 2020 masih ada penduduk Kota

Sibolga yang belum tertanggung karena data yang tersaji dari sistem
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JKN tidak dapat dipisahkan PendudukSibolga dan Luar Kota Sibolga.

f. Penurunan angka Stunting.

3. Rumah Sakit Umum, menghadapi permasalahan:

a. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sarana dan
Prasarana Kesehatan yang belum maksimal berdampak pada tingkat

kepuasan masyarakat;

b. Prosedur tetap tentang mutu dan standar pelayanan belum

dilaksanakan secara maksimal di unit pelayanan tertentu.

4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menghadapi

permasalahan:

a. Keterbatasan kemampuan tenaga teknis yang menangani proyek di
lapangan sehingga berpengaruh terhadap penanganan pekerjaan
fisik di lapangan.

b. Belum terintegrasinya Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran
Daerah dengan penerapan SPM, karena penerapan SPM belum
sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan
penganggaran oleh TAPD.

Cc. Belum sinerginya pembangunan SPAM regional baik kewenangan
pusat dan kabupaten/kota dikarenakan belum adanya Rencana Induk
Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) serta grand design Air
Minum Kota Sibolga yang terbaru berdasarkan Permen PUPR
27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air
Minum, sehingga masih sulit untuk Merumuskan arahan rencana
perbaikan modifikasi /penggantian/ penambahan instalasi produksi,
jaringan perpipaan, dan pengembangan untuk perencanaan strategis

di bidang air minum yang terintegrasi dan berkesinambungan.

d. Belum adanya Update data dan Pemuhtahiran Strategi Sanitasi Kota
(SSK) Kota Sibolga, mengingat SSK sangat diperlukan untuk
mempercepat implementasi terkait dengan pencapaian target
Universal Access, dan juga sebagai nilai strategis bagi kota Sibolga
dalam membenahi kondisi sarana sanitasi kota, serta dapat menjadi
bahan masukan untuk RPIJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026.

e. Semakin tingginya kondisi jalan yang rusak ringan, yang perlu
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penanganan untuk rehabilitasi/pemeliharaan jalan.

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, menghadapi
permasalahan:

a. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Sibolga masih banyak
yaitu 4.311 unit rumah (26,74%);

b. Urusan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh Dinas Dinas
PUPR Kota Sibolga sehingga Dinas PKPLH Kota Sibolga tidak dapat
menyajikan data kawasan permukiman secara faktual dan
akuntabel.

6. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat,menghadapi permasalahan:
Urusan ini ditangani oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbang. Adapun permasalahan
adalah:

a. Penegakan Peraturan Daerah belum optimal karena masih
ditemukan pelanggaran

b. SDM Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS untuk
mendukung proses hukum dalam Penegakan Perda dan Perkada
sangat minim yaitu hanya 1 orang sehingga ketika akan melakukan
penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota mengalami
kesulitan untuk menaikannya ke proses yustisi karena memerlukan
minimal 2 orang penyidik untuk melakukan proses pemberkasan
untuk dinaikkan ke sidang pengadilan.

Belum semua lingkungan memiliki poskamling

d. Dari 19 Titik Hidran air, 2 yang dapat berfungsi. Untuk itu perlu
melakukan perbaikan 17 Titik yang sudah ada dan juga melakukan
pembangunan Titik Hidran baru di Kecamatan Sambas dan
Kelurahan Aek Muara Pinang, Menambah titik hidran di Sibolga llir
dan Daerah Padat Penduduk Lainnya sehingga pelayanan
Pemadaman Kebakaran dapat lebih optimal dan dapat menekan
kerugian materi dan sosial yangakan ditimbulkan.

e. Masih perlu dibangun 2 Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan
Sibolga Utara dan Kecamatan Sibolga Selatan

f. wilayah Manajemen bencana Kebakaran (WMK) disertai dengan
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kemampuan teknis petugas Damkar, Lahan untuk Tandon Air dan
peningkatan sarana prasarana Pemadam Kebakaran sesuai dengan
Permendagri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan
Miniman Sub Urusan Kebakaran;

Masih terdapat masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan rawan

bencana;

. Belum ada Kelurahan Tangguh Bencana yang dibentuk,

ditindaklanjuti dengan kegiatan pengembangan Kelurahan Tanggap

Bencana

Mitigasi bencana belum optimal.

Sosial, menghadapi permasalahan:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang sosial ada beberapa

permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial baik secara eksternal maupun

internal. Permasalahan yang dihadapi yaitu:

a.

Belum optimalnya pemberian bantuan sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) karena Kkerterbatasan anggaran
sehingga tingkat kemiskinan masih rentan;

Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang sosial sesuai dengan PP
Nomor 2 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 serta
Permensos Nomor 9 Tahun 2018 karena dana yang dianggarkan
belum fokus pada pencapaian SPM;

Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan
pengemis di luar panti belum tertangani karena Kkerterbatasan
anggaran;

Bencana sering terjadi di daerah yang sama karena warga yang
sering terkena dampak bencana masih menempati daerah yang rawan
bencana sementara daerah tersebut tidak layak dijadikan daerah
permukiman (berada di lereng perbukitan).

Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Tenaga kerja, menghadapi permasalahan:

a. Belum adanya jabatan fungsional tertentu bidang hubungan industrial,

pengantar kerja serta pengawas tenaga kerja;

b. Kurangnya Ilowongan kerja serta kurangnya kemampuan
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C.

menciptakan kesempatan kerja;

Tidak adanya kewenangan pemerintah kota tentang wajib lapor
perusahaan;

Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK) serta instruktur yang
bersertifikat di Kota Sibolga;

Belum optimalnya penyampaian informasi tentang Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat Kota Sibolga dimana
capaian terakhir sebesar 55,74%.

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

menghadapipermasalahan:

a.

belum optimalnya pelaksanaan penanganan tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat masih
ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
Masih belum optimalnya perwujudan Kota layak anak untuk memenuhi
kategori utama. Memang Kota Sibolga sudah mendapatkan
penghargaan Kota Layak Anak namun perlu ditingkatkan untuk
kategori utama.

3. Pangan, menghadapi permasalahan:

a.

Ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah
sangat berpotensi menimbulkan kerawanan pangan, khususnya jika
terjadi permasalahan atau kendala di dalam pemasokan komoditas
pangan tersebut;

Harga yang fluktuatif khususnya terhadap bahan pangan tertentu
antara lain cabe merah, bawang merah dan ikan;

Pola konsumsi masyarakat yang belum menerapkan pola makan
Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang ditandai oleh
nilai Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih dibawah nilai ideal;
Masih adanya kondisi rawan pangan kronis yang disebabkan oleh
ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum
kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena
keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan
pendapatan. Hal ini ditandai dengan masih adanya kasus gizi buruk
dan kurang gizi balitadi Kota Sibolga;

Adanya potensi rawan pangan transien yang bersifat
mendadak/sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia
maupun alam seperti kebakaran, banijir, longsor, dan lain-lain;
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f. Pemerintah Kota Sibolga belum dapat menyediakan sarana dan
prasarana untuk cadangan pangan pemerintah daerah berupa
gudang penyimpanan cadangan pangan.

Pertanahan, menghadapi permasalahan:

Mengacu pada RPJMN 2020-2024 sebagaimana juga telah dikaji oleh

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang

disertai terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5093/SJ

kepada Seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota Pada 11 September

2020, dikatakan Pemerintah daerah untuk mendukung pemberdayaan

terhadapsubyek reforma agraria, yaitu:

a. Inventarisasi subyek dan identifikasi potensi lokasi penerima Tanah
Obyek Reforma Agraria (TORA);

b. Koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat antar organisasi
perangkat daerah

c. Penyediaan infrastruktur pendukung sesuai dengan kebutuhan dan
potensi wilayah termasuk penyediaan sarana, pengembangan modal
dan pemasaran.

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
masyarakat penerima sertifikat tanah

Adapun Tugas dan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)

adalah:

a. Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka PenataanAset;

b. Memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan
sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada
Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;

Memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses ditingkat daerah;
Mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan
Akses di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

e. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota;

f. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada
Gugus tugas Reforma Agraria Pusat;

g. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan Sengketa dan
Konflik Agraria di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;serta

h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas
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6.

Reforma Agraria Kabupaten/Kota.

Lingkungan hidup, menghadapi permasalahan:

a.

Nilai indeks pencemaran air sungai di 3 sungai yang ada di Kota
Sibolga menunjukkan tercemar ringan;

Lahan Tempat Pembuangan Akhir Kota Sibolga akan melebihi
kapasitas pada Tahun 2021;

Dokumen RPPLH Kota Sibolga sampai saat ini belum ada.

Aministrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menghadapi

permasalahan:

a.

Tingkat Kepemilikan KTP-el pada masyarakat Kota Sibolga dapat
dikatakan dalam kondisi baik, hal ini dapat dilihat dari persentase
pelayanan penerbitan KTP-el yang setiap tahunnya mengalami
peningkatan dan telah melebihi target;

Masih terdapatnya tingkat kepemilikan pada akte kelahiran yang masih
tergolong rendah dan tidak mencapai target pada tahun yang
berkaitan;

Masih adanya kepemilikan akta perkawinan yang tergolong rendah
pada tahun berkaitan dan tidak mencapai target pada tahun
tersebut;

Masyarakat Kota Sibolga, khususnya anak usia 0-17 tahun telah
memudahkan untuk memiliki akte kelahiran dengan adanya

penerbitan Kartu ldentitas Anak yang telah dilaksanakan.

Pemberdayaan masyarakat dan desa/Kelurahan, menghadapi

permasalahan:

a.

perlu peningkatan pencapaian dasa wisma karena itu membantu
kelancaran tugas-tugas pokok dan program PKK;

Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pemberdayaanterhadap
dasa wisma yang ada ditengah tengah masyarakat, karena
berdasarkan data persentasi peningkatan dasa wisma perlu
ditingkatkan guna untuk memberdayakan potensi-potensi yang ada di
masyarakat.
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8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
menghadapi permasalahan:
a. Masih adanya ditemui perkawinan usia muda
b. Pelaksanaan KIE belum efektif ditandai dengan pengetahuan KB
dan Alat kontrasepsi unmet need masih tinggi 8%

c. Belum optimalnya Program Ketahanan Keluarga yang dilihat dari
masih tingginya jumlah anak dalam keluarga; rendahnya
pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan, Pelaksanaan
KIE masih belum responsif gender, ditandai dari dominannya suami
sebagai pengambilkeputusan untuk ber KB serta kasus stunting.

9. Perhubungan, menghadapi permasalahan:

Secara umum permasalahan terkait transportasi di Kota Sibolga adalah

Belum optimalnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi

di Kota Sibolga masalah tersebut disebabkan:

a. Rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Jaringan
jalan yang tersedia saat ini tidak sesuai dengan pola distribusi yang
dipengaruhi faktor belum adanya terminal khusus angkutan barang
yang menjadi sentral distribusi barang ataupun kawasan
pergudangan sehingga angkutan ekspedisi melakukan kegiatan
bongkar muat barang di pusat perkotaan yang menyebabkan
kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas.

b. Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan jaringan
jalan yang tersedia. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah
kendaraan pribadi dengan penambahan jaringan jalan/ruas jalan di
Kota Sibolga. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah
kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit).

c. Kekurangan ketersedian alokasi dana yang menyebabkan
terkendalanya rencana pembangunan pergudangan, gedung pengujian
dan terminal truk beserta fasilitasnya yang direncanakan sebagai
tempat pangkalan mobil truk untuk bongkar muat barang dalam
mengantisipasi timbulnya kecelakaan serta menghindari kerusakan
jalan dan kemacetan yang terjadi di inti kota.

d. Masih adanya beberapa pemilik usaha yang memakai ruas jalan
yang bukan untuk peruntukannya misalnya ruas jalan tersebut
dijadikan lahan parkir.

e. Kemacetan lalu lintas di pagi hari pada saat hari kerja adapun faktor
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yang mendorong adalah kecenderungan pergerakan kendaraan dari
daerah perbatasan Kota Sibolga menuju daerah perkantoran,
sekolah dan sentra usahalainnya.

Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki kompetensi di bidang
perhubungan atau masih kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas
Perhubungan Kota Sibolga yang memiliki latar belakang pengetahuan
tentang transportasi.

10. Komunikasi dan informatika, menghadapi permasalahan:

a.
b.

Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Rendahnya Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputerpribadi.

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah, menghadapi

permasalahan:

a.

Belum adanya produk UMKM binaan Dinas Koperasi, UKM dan
Ketenagakerjaan Kota Sibolga yang menembus pasar internasional;
Kualitas Produk UMKM belum memadai;

Keterbatasan informasi mengenai akses pemasaran produk dan
Informasi kebijakan dari pemerintah daerah dan Pemerintah
Sumatera Utara serta Nasional.

12. Penanaman modal, menghadapi permasalahan:

a.

Banyaknya Investor Atau Pengusaha Yang Membuka Usahanya
Tidak Sesuai Dengan RT/RW Daerah;

Kurangnya Aktivitas Hubungan Perdagangan/ Investasi Produk
Unggulan Antar Daerah, Regional, Nasional, Dan Internasional
Melalui Pelabuhan Sibolga;

Kecilnya Wilayah Sibolga sehingga Wilayah (Tanah) Untuk Tempat
Berinvestasi Terbatas;

Belum Adanya Produk Unggulan Yang Benar-Benar Menarik Untuk
Dijual Keluar Daerah;

Kurangnya Kesadaran Para Investor Untuk Melaporkan Kegiatan
Usahanya Melalui LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
Kurangnya Pengetahuan Tentang Potensi Investasi Yang Ada di Kota
Sibolga.
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13. Kepemudaan dan olah raga, menghadapi permasalahan:

a. Belum ditindak lanjutinya Peraturan Daerah tentang Kepemudaan
yang merupakan syarat ditetapkannya Sibolga menjadi Kota Layak
Pemuda

b. Belum memadainya fasilitas olahraga, khususnya olahraga yang telah
mengukir prestasi di tingkat provinsi maupun nasional seperti Karate,
Silat, Atletik dan lain-lain

14. Statistik, menghadapi permasalahan:
Data sektoral yang harus dihimpun dan diolah hingga dapat disajikan
dengan baik sehingga dapat menjadi sumber data bagi pihak yang
membutuhkan.

15. Persandian, menghadapi permasalahan:
a. Belum ada perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam
komunikasi Perangkat Daerah;
b. Belum ada Sumber Daya Manusia yang mampu menerjemahkan
setiap kawat sandi;

c. Pendidikan bagi aparatur persandian (Sandi man)

16. Kebudayaan, menghadapi permasalahan:

Belum optimalnya pemajuan kebudayaan dan karakter budaya.

17. Perpustakaan, menghadapi permasalahan:

Pada Tahun 2020, Dinas Perpustakaan sudah mendapatkan tambahan
Gedung layanan namun sarana dan prasarana pendukung masih
kurang seperti sarana komputer untuk internet gratis, sarana pendukung
untuk mengakses bahan buku digital, rak buku dan koleksi bahan
bacaan serta meubeleur untuk pemustaka.

18. Kearsipan, menghadapi permasalahan:
Masih terbatasnya SDM vyang ahli dan terampil (bersertifikasi
Pengelolaan dan Pengawasan kearsipan) untuk urusan Kearsipan
sehingga penyelenggaraan urusan kearsipan di Lingkungan Pemerintah
Kota Sibolga belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
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C. Urusan Pemerintahan Pilihan
Dalam penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah di Kota
Sibolga, berbagai permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Kelautan dan Perikanan, menghadapi permasalahan:

a. Dampak dari terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2
Tahun 2015 terhadap jumlah nelayan sedikit meningkat seiring
dengan bertambahnya jumlah kapal motor tempel.

b. Penggunaan alat tangkap yang dilarang dan tidak sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang ada menyebabkan
polemik tersendiri bagi pelaku usaha penangkapan ikan sehingga
mengakibatkan penurunan jumlah produksi perikanan

Cc. Keterbatasan lahan untuk peningkatan sarana dan prasarana. Dalam
hal ini, keterbatasan Ilahan juga menjadi permasalahan untuk
peningkatan usaha budidaya perikanan

2. Pariwisata, menghadapi permasalahan:

a. Belum Optimalnya Budaya Sadar Wisata Masyarakat dalam hal
menjaga fasilitas wisata yang sudah dibangun seperti Perusakan
lampu hias Pantai Ujung Sibolga dan Lokasi Tanggo Seratus,
Kebersihan pantai dan objek wisata lainnya.

b. Masih Belum terjalinnya konekvitas dengan stakeholder
pembangunan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Danau
Toba sebagai daerah hinterland Kota Sibolga yang memperoleh
multiplier effect dari pembangunan tersebut

c. Belum dimaksimalkannya peran Dinas Parpora dalam memberikan
rekomendasi izin terkait urusan kepariwisataan (Hotel, Restoran,
Cafe, Konser, dan lain-lain).

3. Pertanian, menghadapi permasalahan:
a. Belum optimalnya produksi pertanian baik pada tanaman pangan
utama, holtikultura, dan perkebunan dan Peternakan.
b. Masih kurangnya populasi beberapa komoditas peternakan (kambing,
ayam buras), dan produksi daging.
Cc. Berkurangnya lahan pertanian, perkebunan dan peternakan menjadi
tantangan bagi Kota Sibolga untuk meningkatkan produksinya.
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Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan
melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, selain itu
peningkatan dalam pemanfaatan teknologi dan penciptaan inovasi
bidang pertanian dan peternakan khususnya pertanian perkotaan.

Kehutanan, menghadapi permasalahan:

Sesuai dengan kewenangan, Kota Sibolga tidak memiliki Taman Hutan
Rakyat.

Energi dan Sumber Daya Mineral, menghadapi permasalahan:
Sesuai dengan kewenangan, Kota Sibolga tidak memiliki Energi Panas
Bumi.

Perdagangan, menghadapi permasalahan:
a. Penataan berkelanjutan dalam pelayanan dan pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima (PKL), karena di Kota Sibolga banyak
pedagang kaki lima/asongan musiman.

b. Masih kurangnya pasar yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan
dan kenyamanan sehingga perlu revitalisasi pasarrakyat
Terbatasnya bantuan modal dan sarana usaha bagi pedagang.

d. Kurangnya fasilitas umum untuk dijadikan ikon di Kota Sibolga guna

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota
Sibolga.

Perindustrian, menghadapi permasalahan:

a. Masih rendahnya pertumbuhan industri di Kota Sibolga.

b. kontribusi sektor industri terhadap PDRB masih labil (capaian turun
naik)

c. Masih rendahnya pembinaan bagi kelompok pengrajin sehingga

perlu adanya pembinaan dan pengembangan berkelanjutan bagi
kelompok pengrajin di Kota Sibolga

Transmigrasi, menghadapi permasalahan:

Sesuai dengan kewenangan, Kota Sibolga tidak memiliki Lahan
Transmigrasi.
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Urusan Penunjang Pemerintahan

Sekretariat Daerah, menghadapi permasalahan:

Adapun yang menjadi permasalahan pada Sekretariat Daerah Kota

Sibolga adalah sebagai berikut:

a.

Server yang dipakai saat ini sudah rusak dan server masih
menumpang pada Dinas Kominfo Kota Sibolga yang mana pada
Tahun 2021 Sekretariat Kota Sibolga bagian Administrasi
Pembangunan telah merencanakan untuk pengadaan server HPE
Proliant DL380g 10.

Ada 11 personil di UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa)
yang memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa namun masih
belum memiliki Sertifikat Fungsional tentang POKJA Pemilihan
sehingga kedepannya menjadi kendala dalam peraturan untuk
melakukan tender.

Belum adanya personil/SDM bagian teknis dari Sekretariat Daerah
Kota Sibolga. Adapun Personil LPSE saat ini masih dibantu dari
Dinas Kominfo Kota Sibolga.

SDM Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa kurang
memahami/kurang update mengenai peraturan-peraturan tentang
Pengadaan Barang dan Jasa yang mana bisa dilihat pada website
LKPP dan website PUPR (Konstruksi).

Belum Terlaksananya Pengisian LKE (Lembaran Kinerja Elektronik)
dikarenakan tahun 2016-2019 vakumnya bagian organisasi sehingga
tidak menjadi prioritas dan saat ini sulitnya berkoordinasi ke Provinsi
terkendala Covid 19.

Kurangnya Pegawai ASN vyang terdidik dan terlatih dalam
penyusunan perancangan perundang-undangan dan penguatan
paralegal hukum karena saat ini pegawai yang ada di bagian hukum
hanya 6 orang.

Sekretariat DPRD, menghadapi permasalahan:

Peningkatan Fasilitasi Pelayanan terhadap fungsi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Sibolga.

Perencanaan, menghadapi permasalahan:

a.

Belum optimalnya pencapaian target-target dalam perencanaan
pembangunan
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b. Belum seluruh aspirasi masyarakat terakomodir dalam perencanaan
dan penganggaran.

Keuangan, menghadapi permasalahan:

Pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk menunjang
kemandirian fiskal daerah, disebabkan oleh: kurang akuratnya data objek
pajak dan retribusi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk
melaporkan objek pajak dan retribusi, dan penerapan sanksi terhadap
wajib pajak yang belum optimal.

Kepegawaian (serta pendidikan dan pelatihan), menghadapi

permasalahan:

a. Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan
yang tersedia,;

b. Belum terpusatnya pelaksanaan pengembangan kompetensi;

c. Masih rendahnya kemampuan Pemerintah Kota Siboga dalam
memenuhi kebutuhan diklat pegawai;

d. Masih ditemukan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;

e. Masih belum optimalnya distribusi penempatan pegawai.

Penelitian dan Pengembangan, menghadapi permasalahan:

a. Belum optimalnya penelitian dan kajian;

b. Fungsi penelitian masih mengerjakan fungsi perencanaan daerah
sehingga ke depannya perlu dikaji peran Penelitian dan
Pengembangan baik secara Tugas dan Fungsi, Organisasi atau
kelembagaan yang dapat berdiri sendiri, tidak dirumpun dengan
Urusan Perencanaan atau digabung dengan Urusan Perencanaan
dengan Tugas dan Fungsi yang jelas dan Nomenklatur OPD yang
jelas;

c. Inovasi daerah masih kurang dalam mendukung daya saing daerah
sesuai Visi RPIJMN 2020-2021 dan RPJPD Kota Sibolga Tahun
2005-2025.

Pengawasan, menghadapi permasalahan:
a. Belum optimalnya kapasitas APIP.
b. Pengawasan kinerja OPD belum optimal.

c. Belum semua temuan BPK ditindaklanjuti sampai tuntas.
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8. Kecamatan, menghadapi permasalahan:

8.1. Kecamatan Sibolga Utara

a. Pelaksanaan PATEN dalam pemberian Ilayanan kepada
masyarakat dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas (THL)
tanpa adanya pendampingan dari Aparatur Sipil Negara
(ASN), hal ini berdampak kepada tidak adanya kontrol dan dan
pengawasan melekat sehingga sulit mengukur kinerjanya.
Para THL juga tidak mendapat pelatihan khusus maupun
bimbingan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat hanya
mengandalkan pengetahuan dan etika pribadi yang melekat
pada masing-masing petugas pelayanan;

b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan
dengan instansi lain tidak memiliki kekuatan hukum dan
standar operasional yang baku sehingga berdampak kepada
ketidakpastian dalam penetapan persyaratan yang diberikan
kepada masyarakat dalam mengurus administrasi yang
dibutuhkan. Salah satu ketidakpastian tersebut bisa dilihat
pada pemberian surat rekomendasi ijin usaha mikro dan kecil
dimana tidak ada standar baku yang memiliki kekuatan hukum
tentang persyaratan- persyaratan yang dibutuhkan sehingga
PATEN hanya memberikan persyaratan-persyaratan
berdasarkan kebiasaan. Masyarakat menjadi pihak yang
dirugikan karena sering kembali ke kantor kecamatan untuk
mendapatkan persyaratan lain yang dibutuhkan.

8.2. Kecamatan Sibolga Kota, menghadapi permasalahan:

a. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia/Aparatur (PNS) di
Kecamatan Sibolga Kota, dimana pada saat ini yang dihunjuk
sebagai petugas PATEN hanya THL yang berjumlah 6 (enam)
orang. Kendala yang dihadapi saat ini tidak adanya PNS yang
bisa ditugaskan sebagai Pendamping Petugas PATEN untuk
mengkoordinir pelayanan kepada masyarakat ketika salah
satu dari THL Petugas PATEN sedang berhalangan sehingga
dapat memperlambat pengurusan pelayanan yang ada di Loket
PATEN.

b. Masih kurangnya kesadaran pekerja pemasang tenda di Sibolga
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Square, dimana tenda seharusnya dipasang Pukul 17.00 Wib
(jam 5 sore) namun pukul 14.00 Wib tenda telah dipasang dan
beberapa gerobak jualan sudah diletakkan di badan jalan
sebelum waktu yang telah disepakati bersama sehingga
mengganggu aktivitas pedagang permanen (Toko) yang ada di
Jalan Ahmad Yani Sibolga (sekitar Sibolga Square).

8.3. Kecamatan Sibolga Sambas, menghadapi permasalahan:

a. Kurangnya Jumlah SDM Pegawai Kecamatan Sibolga
Sambas pada saat ini dimana 6 orang dari THL ditunjuk
sebagai Petugas Paten. Kendala saat ini tidak adanya ASN
yang bisa ditugaskan sebagai Pendamping Petugas Paten
untuk mengkoordinir pelayanan kepada masyarakat ketika
salah satu dari Petugas Paten sedang berhalangan sehingga
dapat memperlambat tugas-tugasyang di Pelayanan Paten;

b. Belum adanya Standar Persyaratan terkait persyaratan yang
harus dipenuhi dalam kepengurusan rekomendasi izin yang
dilimpahkan kewenanangannya kepada Kecamatan sesuai
dengan Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pelimpahan sebahagian wewenang walikota kepada
camat untuk menangani sebahagian urusan otda sehingga
tidak adanya kekuatan hukumnya kepada usaha mikro kecil
dan menengah apa bila tidak mengurus surat rekomendasi izin
Usaha;

Cc. Belum adanya gedung aula pertemuan Kelurahan Pancuran
Kerambil, sehingga membuat kendala terhambatnya pelayanan
yang dilakukan oleh Kelurahan Pancuran Kerambil kepada
masyarakat, dimana saat ada kegiatan yang dilakukan oleh
Kelurahan dan kecamatan sering terjadi jadwal bentrok. Jadi
terpaksa kegiatan yang dilakukan kelurahan pancuran kerambil
di dalam Ruangan Kantor;

d. Tidak adanya lahan parkir yang memadai untuk bisa dijadikan
sebagai lahan parkir karena luas tanah sebahagian tempat
berdirinya Gedung Kantor Kelurahan Pancuran Kerambil,
sehingga masyarakat dan para pegawai yang datang ke
Kantor Kecamatan dan kelurahan Pancuran Kerambil terpaksa
mempergunakan badan jalan/trotoar jalan Utama yang intens
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dan padatarus lalu lintasnya.

8.4. Kecamatan Sibolga Selatan, menghadapi permasalahan:

a. Kurangnya Tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di
Kecamatan Sibolga Selatan, yang mengakibatkan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
hanya ditangani satu orang ASN yaitu Kasi Pelayanan
dibantu 6 orang dari THL yang ditunjuk sebagai Petugas
Paten. Hal ini disebabkan tidak adanya ASN yang bisa
ditugaskan sebagai Pendamping Petugas Paten untuk
mengkoordinir, sehingga dapat memperlambat tugas- tugas
Pelayanan kepada masyarakat;

b. Pengelolaan hasil validasi data penduduk yang
dilaksanakan di seluruh lingkungan dan kelurahan se-
Kecamatan Sibolga Selatan, khususnya yang berada di
setiap kelurahan belum tertata dengan baik akibat
terbatasnya fasilitas (lemari data, Map, File Box) yang
tersedia.

Kesbangpol, menghadapi permasalahan:

Unit organisasi kemasyarakatan harus mengantongi Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) sebagai bentuk pengakuan keberadaan ormas tersebut.
Sehubungan dengan telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem
Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Penerbitan Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) ormas diterbitkan langsung oleh Kementerian Dalam
Negeri. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebuah organisasi masyarakat
tidak lagi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik, namun pengajuan Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) tetap dari Kesbangpol, ini yang menjadi permasalahan di
Kantor Kesbangpol disamping keterbatasan anggaran.
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1.2.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Sibolga tahun 2021-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Penyusunan
Rancangan RPJMD ini memerlukan perhatian yang besar, tidak hanya untuk
menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga
mengantisipasi tantangan yang muncul di masa mendatang. Dalam
menanganinya, diperlukan kebersamaan yang bersifat mutualism oleh
penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan
(stakeholders). Dengan memperhatikan isu-isu strategis berdasarkan
kerangka berpikirilmiah yang dibahas dalam bab sebelumnya.

VISI
Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah
(pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan
arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai
(desired future) dalam masa jabatansesuai misi yang diemban.

VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Visi ini merupakan janji yang disampaikan kepada masyarakat untuk
dipenuhi diakhir masa periode jabatan kepala daerah terpilih. Penyampaian visi
yang ditetapkan tersebut diartikan untuk membangun Sibolga,
menyejahterakan kehidupan masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Jabaran visi tersebut memprioritaskan pembangunan sumberdaya
manusia terutama dari segi peningkatan pendidikan serta infrastruktur demi
menciptakan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga, meningkatkan lebih
baik lagi penuntasan masalah kesehatan yang terus masih menjadi keluhan
dari masyarakat, serta penguatan ekonomi kerakyatan dengan memperbanyak
tumbuhnya usaha-usaha kecil masyarakat. Visi pembangunan daerah Kota
Sibolga untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah
terpilih, adalah:

“MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR dan MAKMUR.”

Visi Kota Sibolga adalah gambaran tentang kondisi Kota Sibolga
yang diharapkan terwujud pada akhir periode Rencana Pembangunan
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Menengah Daerah (RPJMD) yaitu tahun 2026. Rumusan visi ini terdiri dari
pernyataan visi, pokok-pokok visi, penjelasan pernyataan visi, dan penjelasan
pokok-pokok visi.

Perumusan visi merupakan salah satu tahap penting dalam
penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai hasil dari analisis
permasalahan utama yang terjadi di Kota Sibolga.

Sehat . Merujuk pada kondisi Kota Sibolga dimana derajat kesehatan
masyarakat terjaga dengan baik sesuai dengan standar sistem
kesehatan nasional. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya
Angka Harapan Hidup (AHH) vyang dicapai dengan
menurunnya angka kesakitan terhadap penyakit menular dan
tidak menular serta penyakit degeneratif lansia. Derajat
kesehatan masyarakat juga ditandai dengan meningkatnya
kualitas kesehatan ibu dan bayi yang diukur dengan
berkurangnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan
Angka Kematian Balita. Ada berbagai standar lain yang juga
harus dicapai seperti meningkatnya status gizi masyarakat
dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan keluarga
berencana. Berbagai kondisi tersebut harus dicapai dengan
akses masyarakat yang baik terhadap fasilitas pelayanan
kesehatan yang terjangkau dan merata di Kota Sibolga.

Pintar :  Kondisi yang ditandai dengan berkembangnya tingkatpendidikan
masyarakat Kota Sibolga ke arah yang semakin baik. Kondisi
ini diukur dengan meningkatnya Angka Harapan dan Rata-
Rata Lama Sekolah serta Angka Melek Huruf (AMH). Angka
Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM),
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar
Sembilan tahun dan Usia Dini. Berbagai kondisi dapat dicapai
dengan peningkatan fasilitas pendidikan dasar yang
terjangkau dan merata serta pengembangan kualitas tenaga
pendidikyang memiliki disiplin dan komitmen kuat.

Makmur : Kondisi Kota Sibolga yang masyarakatnya memiliki kondisi
kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur
disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan
kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf
kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta
mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanansosial yang
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memadai. Hal ini ditandai dengan Pertumbuhan Ekonomi dan
Pendapatan per Kapita yang semakin baik dan menurunnya
angka Gini Rasio, Angka Kemiskinan serta Angka
Pengangguran.

MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Misi dalam RPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang
hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kota Sibolga 2021- 2026. Upaya
umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai.
Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat
lebih menggambarkan penyelasaian isu-isu strategis Kota Sibolga. Adapun
rumusan 5 (lima) misi RPIJMD Kota Sibolga tahun 2021-2026 adalah
sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan
Transparan dan Akuntabel

2. Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan
sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat
yang makmur

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis
jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya
lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan
memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (Smart City).

4. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh
terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi
siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta
Meningkatkan kesejahteraan guru.

5. Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan
masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin
kerjasama dengan pelaku ekonomilainnya di Kota Sibolga maupun di luar
Kota Sibolga.

Lima butir misi di atas didasarkan kepada kebutuhan
pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk visi pembangunan
daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta
mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir-butir misi, maka
penjabaran misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

o Misi Pertama

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance

dengan Transparan dan Akuntabel
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Pemerintah daerah memegang peranan penting bagi
perkembangan daerah melalui fungsi sebagai regulator serta fasilitator.
Dukungan pemerintah dalam pembangunan daerah harus didukung oleh
layanan publik yang prima. Untuk mencapai kondisi layanan prima tersebut
perlu terwujud pemerintahan yang baik (good government) dan tata kelola yang
baik (good governance). Layanan publik perlu didukung birokrasi yang bersih
agar tidak menimbulkan biaya birokrasi tinggi. Pelayanan publik juga
diharapkan mampu dinamis dan tangkas menjawab kebutuhan dan
permasalahan yang terjadi dilapangan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan
terhadap masyarakat yang kebutuhannya semakin bervariasi maka
dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan
kelembagaan yang efektif dan efisien dengan melalui digitalisasi manajemen
dan birokrasi serta inovasi sehingga tata kelola pemerintah dapat berjalan
efektif.

o Misi Kedua

Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta
pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju
masyarakat yang makmur

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam
pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal
perlu didukung modal manusia (human capital) yang unggul yaitu sumber daya
manusia yang sehat jasmani dan rohani serta berkarakter, maka dari itu
investasi manusia (human investment) menjadi misi penting dalam
mendukung tercapainya visi Kota Sibolga kedepan. Peningkatan kualitas
sumberdaya manusia di Kota Sibolga perlu didukung oleh peningkatan akses
dan kualitas pelayanan kesehatan.

o Misi Ketiga

Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis
jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya
lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan
memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (Smart City).

Kota dalam struktur ruang menjadi pusat perekonomian wilayah dan
memiliki peran penting bagi pembangunan. Pembangunan perkotaan
menjadi bagian bagi pembangunan nasional dan juga Provinsi Sumatera
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Utara, maka dari itu harus memperhatikan keselarasan dan keseimbangan
antara berbagai kebutuhan baik kebutuhan untuk ekonomi maupun
kebutuhan mendasar masyarakat akan infrastruktur kota yang merata dan
menjamin hidup masyarakat yang berkualitas dan lingkungan yangsehat.

Pembangunan Kota Sibolga berusaha untuk mewujudkan “KOTA
SIBOLGA NAULI” yang Nyaman, Aman, Unggul, Lestari dan Indah dengan
terpenuhinya infrastruktur yang berkualitas dan merata yang mendukung
keterpaduan infrastruktur ekonomi dan sosial masyarakat yang berkelanjutan
dengan melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata
ruang yang menjamin keberlanjutan sumber daya daerah serta meningkatkan
pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

o Misi Keempat

Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh
terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi
siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta
Meningkatkan kesejahteraan guru

Sama seperti uraian misi kedua di atas, Peningkatan kualitas
sumberdaya manusia di Kota Sibolga perlu didukung oleh peningkatan
kualitas pelayanan pendidikan, subsidi penuh untuk wajib belajar 9 Tahun

disertai dengan Bea siswa berprestasi untuk melanjut ke jenjang Perguruan
tinggi dan juga upaya meningkatkankesejahteraan Guru.

o Misi Kelima

Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan
masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama
dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun diluar Kota Sibolga

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam
pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran bahwa
pemerintah mampu mengelola potensi ekonomi daerah untuk menjadi pilar
pembangunan khususnya untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan
ekonomi Kota Sibolga berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang yang
berkualitas dan dampaknya mampu dirasakan oleh masyarakat banyak,
mengedepankan potensil lokal sebagai motor dan pilar utama perekonomian
guna kemandirian ekonomi lokal dan daya saing daerah.
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Selain itu, pilar ekonomi hendaknya mampu menciptakan lapangan
pekerjaan yang banyak bagi masyarakat sehingga mampu menunjang upaya
pengentasan pengangguran dan kemiskinan daerah. Penciptaan iklim
investasi menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan ekonomi Kota
Sibolga tentunya dengan dukungan sistem birokrasi yang efektif dan efisien
mendukung perijinan yang cepat dan murah. Penguatan daya saing daerah
Kota Sibolga sebagai pusat ekonomi di Pantai Barat Sumatera Utara dalam
sektor perdagangan dan jasa.

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur
kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran
merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang
diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu
strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran
adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya
direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan
indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) padaakhir periode masa jabatan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta
menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Kota Sibolga Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2024, RTRW Kota Sibolga Tahun 2017-2037, Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Kota Sibolga, maka tujuan pembangunan daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pembinaankemasyarakatan Tahun 2021-2026 adalah:
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N o ok ODNPR

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat;
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan;

Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan;
Mewujudkan Pendidikan Berkualitas;

Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi;

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial,

Sasaran Pembangunan

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran- sasaran

pokok pembangunan:

1.

© ® N o o,

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik yang responsif dan akuntabel,

. Meningkatnya kualitas SDM penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik yang responsif dan akuntabel,

Mewujudkan Penataan Karir ASN Sesuai dengan Keahlian dan
Profesionalisme;

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;

Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah;
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;

Meningkatnya pendapatan masyarakat;

Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin.
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TABEL 10

Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran

VISI : MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR
MiSI TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
Mewujudkan Tata Terwujudnya Indeks 1. Meningkatnya 1. Nilai
Kelola Tata Kelola Reformasi kualitas Akuntabilitas
Pemerintahan Pemerintahan Birokrasi; penyelenggaraan Kinerja
Yang Good yang Baik Sistem pemerintahan Daerah
Governance Pemerintahan dan pelayanan (AKIP)
Dengan Berbasis publik yang 2. Akuntabilitas
Transparan Dan Elektronik responsif dan Pengelolaan
Akuntabel (SPBE); akuntabel; Keuangan
. Meningkatnya Daerah
kualitas SDM 3. Indeks
penyelenggaraan Kepuasan
pemerintahan Masyarakat
dan pelayanan 4. Indeks Daya
publik yang Saing
responsif dan Daerah
akuntabel
Mewujudkan Dan Terwujudnya Indeks Meningkatnya 1. Indeks
Meningkatkan Sumber Daya Pembanguna Derajat Kesehatan Kesehatan
Kesehatan Manusia yang n Manusia Masyarakat 2. Pola Pangan
Masyarakat Serta Sehat Harapan
Pelayanan (PPH)
Sehingga Dapat
Melahirkan
Masyarakat Yang
Cerdas, Menuju
Masyarakat Yang
Makmur
Mewujudkan Terwujudnya Indeks . Meningkatnya 1. Indeks
Pemerataan Pembangunan Resiko pelayanan Kualitas
Pembangunan Kawasan yang Bencana infrastruktur yang Lingkungan
Yang Proporsional | Berkelanjutan mendukung Hidup (IKLH)
Berbasis Jumlah performa wilayah; [2. RPPLH Kota
Penduduk Untuk . Meningkatnya Sibolga
Menata kualitas 3. Air Minum
Pemukiman lingkungan hidup Layak dan
Warga Agar Berkelanjut

Terciptanya
Lingkungan Yang
Sehat Dan
Infrastruktur Kota
Yang Terang
Dengan
Memanfaatkan
Tata Ruang Yang
Berwawasan Kota
Pintar(Smart City)

an

4. Rumah
Tangga
Bersanitasi
Total
Berbasis
Masyarakat
(STBM)

5. Penguranga
n Luasan
Kumuh.
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VISl : MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR
MiSI TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN

Mewujudkan Terwujudnya Indeks Meningkatnya 1. Indeks

Pendidikan Yang Pendidikan Pembanguna | kualitas pendidikan Pendidikan

Berkualitas, Berkualitas n Manusia masyarakat

Memberikan

Subsidi Penuh

Terhadap

Kebutuhan

Belajar 9 Tahun,

Dan Memberikan

Beasiswa Bagi

Siswa Berprestasi

UntukMelanjutkan

Studi Ke

Perguruan Tinggi,

Serta

Meningkatkan

Kesejahteraan

Guru

Membuka ) 1. Terwujudnya | pertumbuhan | Meningkatnya Pendapatan

Lapangan Kerja Pertumbuhan | Ekonomi pendapatan Perkapita

DanPeluang dan . . masyarakat; Penduduk

Berusaha Dengan Pemerataan | Gini Rasio (Juta)

Pemberdayaan Ekonomi Angka Menurunkan

Masyarakat 2. Terajudnya e Ju_ml_ahPenduduk Pendapatan

Dibidang Ekonomi Kesejahteraa | angka Miskin Daerah

Dan n Sosial Pegganggura Mempermudah Indeks

Kewirausahaan n pelayananPerizinan Pembangunan

Serta Menjalin dan Investasi Gender

Kerjasama Indeks

Dengan Pelaku Kesetaraan

Ekonomi Lainnya

Di Kota Sibolga Gender

Maupun Di Luar Meningkatnya

Kota Sibolga Jumlah
Ekonomi Kreatif
Izin yang
diterbitkan

Sumber: Data diolah

Untuk indikator target dari dampak (impacts) pencapaian sasaran
program yang diukur dari hasil (outcomes) secara agregat dari misi yang telah
ditetapkan dalam rangka mencapai visi, maka ditetapkan ukuran capaian
tujuan dan sasaran jangka menengah yang sering disebut Indikator Kinerja
Utama sebagai berikut:
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TABEL 11

Visi Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Kota Sibolga Tahun 2021-2026
VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR

Kondisi

Tar A
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan awal el Kondisi
2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Akhir
2026
1 [Mewujudkan |Mewujudk
Tata Kelola |anTata Indeks ReformasiBirokrasi
Pemerintah |Kelola Indeks C C B B B B A
yang Good Pemerintah
Governance |anyang
dengan Baik; Sistem Pemerintahan e .
Transparan Berbasis Elektronik Nilai, Maksimal
dan Akuntabel (SPBE), 5 n/a 1,80 2,00 2,20 2,50 2,60 2,80
Meningkatnya
kualitas
penyelenggara an |Nilai Akuntabilitas Kinerja
pemerintahan Daerah(AKIP) Angka = ccC B B B B B
dan pelayanan
publik yang
responsif dan
akuntabel;
AkuntabilitasPengelolaan
Keuangan Daerah Opini WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
Indeks
KepuasanMasyarakat Indeks 80,67 81 81,5 82 82,5 83 83,5
'(?gg'gs) Daya Saing Daerah Indeks 0,527 |2,6592|2,6625|2,6700|2,6775|2,6850| 2,700
Meningkatnya - .
kualitas SDM Indeks Penilaian Sistem |\ inqeks | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80

penyelenggaraan
pemerintahan

Merit
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